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ABSTRACT 
 
This research aims to determine the organizational culture that is applied in the office of the one-stop 
integrated service implementation unit in the North Jakarta administration city in improving the 
quality of public services. In addition, to find out all kinds of factors that become obstacles and what 
efforts are being made to overcome the inhibiting factors in the implementation of organizational 
culture in improving the quality of public services. In this research, the method used is qualitative 
research. The title used for the research is "Implementation of Organizational Culture in Improving 
the Quality of Public Services at the Office of the One Stop Service Implementing Unit for North 
Jakarta Administration" which is organized on the basis of existing problems. For this reason, this 
research is specific and imagines the problems and variables studied. The research procedure in this 
qualitative research will produce results in the form of descriptive data in the form of a written or 
spoken form of the people involved and observable behavior.written or spoken form of the people 
involved and observable behavior.Based on the research conducted, it can be concluded that the 
Implementation of Organizational Culture in Improving the Quality of Public Services at the Office 
of the One Stop Service Implementing Unit of North Jakarta Administration has been going well but 
with a few notes, namely the low quality of human resources, and passive apparatuses are still found 
in provide services to the community. 
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ABSTRAK  
 
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui budaya organisasi yang diterapkan di kantor 
unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi Jakarta Utara dalam meingkatkan 
kualitas pelayanan publik. Selain itu untuk mengetahui segala macam faktor yang menjadi hambatan 
serta apa saja upaya yang dilakukan utnuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi budaya 
organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam penelitian ini metode yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif. Judul yang digunakan untuk penelitian yaitu “Implementasi 
Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Unit Pelaksana 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara” yang ditata atas dasar permasalahan 
yang ada. Untuk itu penelitian ini sudah spesifik dan membayangkan permasalahan dan variable yang 
diteliti. Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif ini akan membuahkan hasil berupa data 
deskriptif berbentuk sebuah tulisan maupun lisan dari orang-orang yang terlibat dan perilaku yang 
bisa diamati. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Budaya 
Organisasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara sudah berjalan dengan baik namun dengan sedikit 
catatan yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta masih didapati aparatur yang pasif dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Kata Kunci  : Implementasi, Budaya Organisasi, Pelayanan Publik 

 
 
I. PENDAHULUAN  
1.1. Latar Belakang  
Dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik, budaya organisasi memiliki keterkaitan yang 
kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena dengan adanya budaya organisasi, kinerja 
aparatur dapat terkendali dan akan berdampak terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada 
masyarakat (Tenda et al., 2018). Sejalan dengan hal tersebut, maka budaya organisasi menjadi salah 
satu hal yang perlu diterapkan pada organisasi pemerintahan demi meningkatkan kualitas pelayanan 
terhadap masyarakat. Dalam hal ini, UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara juga merenapkan 
budaya organisasi dalam melakukan proses pelayanan, yaitu dengan penanaman nilai PTSP yang 
terdapat dalam Kepdis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta No. 22 Tahun 2017 yaitu SETIA (Solusi, 
Empati, Inovasi dan Andal). Pelayanan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  telah di ganti 
menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) yang diatu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung. Mayarakat yang ingin mengurus PGB untuk rumah tinggal, kecuali rumah tinggal 
yang terletak di kompleks, maka dapat megurus PGB di UP PTSP Kecamatan atapun UP PTSP 
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Kelurahan setempat. Selanjutnya untuk masyarakat yang ingin mengurus berkas PGB untuk bangunan 
non rumah tinggal dengan ketinggian sampai 8 lantai, rumah tinggan cagar budaya golonzan A,  
bangunan reklame dan bangunan menara, dapat mengurus PGB di PTSP Walikota Kota Administrasi 
setempat. Sedengkan bagi masyarkat yang ingin mengurus penerbitan PGB bangunan umum dengan 
ketinggian lebih dari 8 lantai, dapat mengurusnya di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.  
Kementrian Agraria Tata Ruang (ATR) ingin menghapus soal IMB karna dianggap menghambat 
investasi (Suhendra, 2019). Hal ini menyebabkan banyak yang mempertanyakan mengenai 
kemudahan dalam berusaha di Indonesia. Jakarta Property Institute, mengungkapkan ari laporannya 
yaitu menurut laporan World Bank, kemudahan menjalankan bisnis di Indonesia pada tahun 2017 
memang meningkat 15 peringkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, Indonesia menempati 
posisi 106 dari 189 negara, sedangkan pada tahun 2017 naik ke peringkat ke-91. Pada  2019 naik jadi 
peringkat ke-73. Jauh membaik dibandingkan 2014 yang berada di peringkat 120. Namun, ada salah 
satu masalah kemudahan berbisnis adalah pengurusan izin konstruksi (Suhendra, 2019).Hal ini juga 
berdampak kepada kualitas pelayanan masyarakat yang mana masyarakat banyak mengalamI 
kesulitan dalam pembuatan PGB. Riset terkait budaya organisasi dan PTSP telah dilakukan oleh 
banyak peneliti untuk menilai dan menganalisis pelaksanaan dari program tersebut. Namun, fokus 
penelitian dan  lokus penelitian yang berbeda, serta permasalahan yang berbada, menyebabkan banyak 
perbedaan terhadap hasil riset penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti. Oleh sebab itu, 
peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Budaya Organisasi dalam Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi 
Jakarta Utara” untuk mengetahui bagaimana penerapan budaya organisasi yang dilakukan di Kantor 
UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
 
 
1.2.  Kesenjangan Masalah yang Diambil  
Pelayanan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  telah di ganti menjadi Persetujuan Bangunan 
Gedung (PGB) yang diatu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Mayarakat yang 
ingin mengurus PGB untuk rumah tinggal, kecuali rumah tinggal yang terletak di kompleks, maka 
dapat megurus PGB di UP PTSP Kecamatan atapun UP PTSP Kelurahan setempat. Selanjutnya untuk 
masyarakat yang ingin mengurus berkas PGB untuk bangunan non rumah tinggal dengan ketinggian 
sampai 8 lantai, rumah tinggan cagar budaya golonzan A,  bangunan reklame dan bangunan menara, 
dapat mengurus PGB di PTSP Walikota Kota Administrasi setempat. Sedengkan bagi masyarkat yang 
ingin mengurus penerbitan PGB bangunan umum dengan ketinggian lebih dari 8 lantai, dapat 
mengurusnya di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.  
Kementrian Agraria Tata Ruang (ATR) ingin menghapus soal IMB karna dianggap menghambat 
investasi (Suhendra, 2019). Hal ini menyebabkan banyak yang mempertanyakan mengenai 
kemudahan dalam berusaha di Indonesia. Jakarta Property Institute, mengungkapkan ari laporannya 
yaitu menurut laporan World Bank, kemudahan menjalankan bisnis di Indonesia pada tahun 2017 
memang meningkat 15 peringkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, Indonesia menempati 
posisi 106 dari 189 negara, sedangkan pada tahun 2017 naik ke peringkat ke-91. Pada  2019 naik jadi 
peringkat ke-73. Jauh membaik dibandingkan 2014 yang berada di peringkat 120. Namun, ada salah 
satu masalah kemudahan berbisnis adalah pengurusan izin konstruksi (Suhendra, 2019).Hal ini juga 
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berdampak kepada kualitas pelayanan masyarakat yang mana masyarakat banyak mengalamI 
kesulitan dalam pembuatan PGB.  

 

1.3. Penelitian Terdahulu  
 
Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan 
pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat.   
 
 

Senggo, Andul 
Kadir, dan 
Muh. Nur 
Yamin 

Budaya Organisasi 
dalam Pelayanan 
Publik (Studi pada 
Badan 
Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan 
Kota Kendari)  
 

- Metode Kualitatif 
deskriptif; 

- Teknik 
Pengumpulan 
Data: Wawancara 
dan studi 
dokumen.  

- Teori Pelayanan 
Publik, Widodo. 

 
 

Nilai pada budaya 
organisasi menjadi 
pedoman bersama dalam 
melaksanakan pelayanan 
publik. Hal ini memiliki 
kontribusi terwujudnya dan 
terlaksananya pelayanan 
perizinan dan non 
perizinan yang maksimal 
yang menekankan pada 
segi kejelasan, efektivitas, 
keterbukaan sederhana, 
dan tepat waktu (Senggo 
et al., 2016). 

Tony Pathoni, 
dan Kusman 
Yuhana 

Pengaruh Budaya 
Organisasi 
Terhadap Kualitas 
Pelayanan Publik di 
Kecamatan Kalijati 
Kabupaten Subang  
 

- Metode 
Kuantitatif 
deskriptif; 

- Teknik 
Pengumpulan 
Data: 
Pengamatan 
langsung, 
angket/kuesioner,
dan observasi. 

- Teori Budaya 
Organisasi, 
Denison. 

Budaya organisasi 
mempengaruhi kualitas 
pelayanan sebesar 66% 
dan 34% diperkirakan 
dipengaruhi faktor lain, hal 
ini menunjukan bahwa, 
semakin baik pelaksanaan 
budaya organisasi, maka 
kualitas pelayanan publik 
kepada masyarakat juga 
akan semakin meningkat 
(Pathoni & Yuhana, 2020). 

 
 
 
 
Pernyataan Kebaruan Ilmiah  
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a. Perbedaan penelitian dari Senggo, Kadir, dan Yamin (Senggo et al., 2016) dengan judul 
penelitian yaitu, Budaya Organisasi dalam Pelayanan Publik (Studi pada Badan Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Kota Kendari) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, 
penelitian terdahulu berfokus kepada bagaimana budaya organisasi dalam pelayanan publik, 
sedangkan peneliti membahas bagaimana implementasi budaya organisasi dalam peningkatan kualitas 
pelayanan publik. Kemudian, lokus penelitian terdahulu bertempat di Badan Penyelenggara Pelayanan 
Perizinan Kota Kendari, sedangkan lokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di 
UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara. Kemudian, penelitian terdahulu menggunakan teori 
pelayanan publik Widodo, sedangkan peneliti menggunakan teori implementasi Edwards III. 
b. Perbedaan penelitian dari Pathoni, dan Yuhana (Pathoni & Yuhana, 2020) dengan judul 
penelitian yaitu, Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 
Kalijati Kabupaten Subang dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian terdahulu 
berfokus mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik, sedangkan 
peneliti mengkaji tentang pengamalan budaya organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
publik. Selain itu, lokus penelitian terdahulu bertempat di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, 
sedangkan lokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di UP PTSP Kota 
Administrasi Jakarta Utara. Selanjutnya, penelitian terdahulu menggunakan  metode penelitian 
kuantitatif deskriptif  dengan teknik pengumpulan data pengamatan langsung, angket/kuesioner,dan 
observasi, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, penelitian terdahulu 
menggunakan teori budaya organisasi Denison, sedangkan peneliti menggunakan teori implementasi 
Edwards III 
 
 
1.4. Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi budaya organisasi dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Administrasi Jakarta Utara 
 
 
II. METODE  
Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif untuk memanifestasikan 
keadaan sebenarnya dan sifatnya yang actual pada saat penelitian, dengan cara mendapatkan 
informasi, mengumpulkan data serta menganalisis informasi tersebut untuk mendapat jawaban dari 
permasalahan yang ada.  
 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Subbab ini akan menyajikan hasil penelitian beserta analisisnya. Data yang diperoleh melalui tiga 
teknik pengumpulan data akan dipaparkan dengan memakai alat analisis berupa teori George Edwards 
III. Dimensi teori implementasi kebijakan Edwards III meliputi empat dimensi yaitu: Komunikasi, 
Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Keempat dimensi ini akan diukur melalui beberapa 
kriteria. 
3.1 Implementasi Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di 
Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara 
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Penulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam perencanaan program lorong literasi 
melalui keterlibatan pemuda dalam kegiatan perencanaan berkaitan dengan kehadiran dalam rapat 
perencanaan program dan diterima atau tidaknya masukan dari pemuda.  

1. Komunikasi 
- Transmisi : alam dokumen yang telah disebutkan, indikator transmisi yang dihrapkan dapat 

dilakukan oleh pegawai aparatur di UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sikap 
Solusi, yang memiliki salah satu kriteria yaitu, dengan melakukan komunikasi persuasif dan 
memalukan alternatif penyelesaian masalah jika suatu hal tidak sesuai dengan harapan 
masyarakat. 

- Kejelasan : budaya organisasi di UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara, para pegawai 
menerapkan tata nilai yang memang sudah ada, yaitu SETIA (Solusi, Empati, Tegas, Inovasi, 
Andal). Dengan menerapkan tata nilai tersebut, sangat mempengaruhi kejelasan informasi 
yang ada. 

- Konsistensi : aparatur yang berkerja di UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara konsisten 
dalam menjalankan tugas yang telah ditugaskan serta bertanggung jawab penuh terhadap tugas 
yang telah diberikan. Dalam hal ini, tetap mengacu kepada tata nilai DPMPTSP yaitu SETIA 
(Solusi, Empati, Tegas, Inovasi, Andal). 

2. Sumber Daya 
- Staf : tiap calon karyawan di UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara akan direkrut dengan 

melihat latar belakang Pendidikan para calon pegawai, dan juga melakukan kegiatan diklat 
kepada pegawai, kemudian para pegawai yang berprestasi akan diberikan reward serta para 
pegawai yang melakukan pelanggaran, akan di berikan punishment 

- Informasi : informasi terkait budaya kerja ataupun budaya organisasi yang harus diterapkan 
dalam menjalani tugas melayani masyarakat. Dengan demikian, indikator terkait informasi 
dalam dimensi sumberdaya sudah terpenuhi dengan adanya dokumen yang menjelaskan 
mengenai budaya yang harus dijalankan oleh tiap aparatur di UP PTSP Kota Administrasi 
Jakarta Utara. 

- Wewenang : dimensi sumberdaya telah terpenuhi dengan adanya SK terkait wewenang formal 
dalam menjalankan tugas bagi tiap aparatur di lingkup UP PTSP Kota Administrasi Jakarta 
Utara. 

- Fasilitas : dalam pelaksanaan pelayanan di UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara telah 
tersedia fasilitas fisik berupa buku pedoman pelayanan serta sarana prasarana berupa koputer 
hingga alat tulis kantor ya jikalau dalam hasil wawancaranya yang mendukung proses 
pelayanan di UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara 

3. Disposisi  
- Pengangkatan Birokrat : implemantasi budaya organisasi di UP PTSP Kota Administrasi 

Jakarta Utara dalam hal pengangkatan birokrasi dilakukan dengan mengikuti peraturan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Rekrutmen PJLP. 

- Insentif : penambahan insentif diberi berdasarkan hasil kerja dan inocatif pegawai dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan. Dan apabila tingkat kepuasan masyarakat menurun, maka 
pegawai juga tida akan mendapatkan insentif. 

 
 
 

4. Struktur Birokrasi 
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- SOP : Dapat dikatakan bahwa setiap tugas yang telah dilakukan dan itu merupakan inovasi 
maka setiap pegawai akan mendapatkan reward berupa tunjangan kinerja yang lebih dan 
nantinya otomatis masuk sesuai dengan hasil inovasi atau pertambahan tugas yang dilakukan 

- Fragmentasi : Jadi pelaksanaan kualitas pelayanan harus seimbang dengan indeks kepuasan 
masyarakat. Dimana kualitas pelayanan dapat dinilai dari seberapa besar kepuasan 
masyarakat. 

 
 
 
3.2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Administrasi Jakarta Utara 
Hal yang menjadi faktor penghambat pada implementasi budaya organisasi dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan publik UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara, diantaranya : 
1. Masyarakat menganggap  pelayanan publik  berbelit-belit 
2. Pelayanan publik yan belum optimal 
3. Aparatur pelayan kurang professional 
 
Dari pernyataan diatas, banyak faktor penghambat terdapat pada bagian sumber daya. Kualitas 
pelayanan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya. Jika kualitas sumber daya tinggi maka 
kualitas dari pelayanan juga akan tinggi.. 
 
3.3. Upaya dalam Mengatasi Faktor Penghambat pada Implementasi Budaya Organisasi Dalam 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara 
1. Dari Dimensi Komunikasi upaya yang seharusnya dilakukan adalah melakukan sosialisasi 
baik secara langsung maupun melalui sosial media terkait prosedur pelayanan yang dilayani di UP 
PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat. 
2. Dari Dimensi Sumber Daya upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta 
Utara adalah dengan melakukan pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kualitas pegawai 
dalam melaksanakan pelayanan. 
3. Dalam dimensi Disposisi upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah adalah melakukan 
evaluasi terkait pencapaian dari pegawai pelayanan publik dan memberikan reward bagi pegawai yang 
berhasil meningkatkan kualitas pelayanan dan bersikap inovatif dalam menemukan ide-ide baru 
terkait pelayanan kepada masyarakat. 
4. Dalam Dimensi Struktur Birokrasi, upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah adalah 
membuat kebijakan baru terkait Pelaksanaan SOP sehingga tidak akan ada lagi pegawia yang 
melanggar SOP. 
 
 
3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian  
Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa pada penelitian ini penulis melaksanakan implemenasi 
budaya organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik  di kantor unit pelaksana  pelayanan 
terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara. Dapat menerapkan budaya organiasi dengan cara 
melakukan pelatihan bagi pegawai pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan menjadi 
lebih aik 
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3.5  Diskusi Temuan Menarik Lainnya 
Penulis menemukan faktor penghambati yakni kualitas yang kurang dari para pegawai, tingkat 
kesadaran masyarakat dan antusias masyarakat yang masih rendah serta kurangnya sosialisasi dari 
Pemerintah 
 
IV. KESIMPULAN  
1. Implementasi budaya organisasi dalam meningkatkan pelayanan publik di kabtor UP PTSP 
Kota Administrasi Jakarta Utara,  sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang menjadi 
penghambat dalam proses pelaksanaannya, hal tersebut adalah rendahnya kualitas sumber daya 
manusia di UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal ini memiliki pengaruh besar terhadap 
kualitas dari pelayanan publik yang ada di UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara. Dengan 
rendahnya kualitas sumber daya manusia nya maka kualitas pelayanan publik yang akan diberikan 
juga akan rendah. 
2. Faktor penghambat pada implementasi budaya organisasi dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan publik UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara, diantaranya, masyarakat menganggap  
pelayanan publik  berbelit-belit, pelayanan publik yan belum optimal, aparatur pelayan kurang 
professional. 
3. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat pada implementasi budaya organisasi dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu melakukan 
sosialisasi baik secara langsung maupun melalui sosial media terkait prosedur pelayanan yang dilayani 
di UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat, melakukan pelatihan bagi para 
pegawai untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan pelayanan, memberikan reward 
bagi pegawai yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan dan bersikap inovatif dalam menemukan 
ide-ide baru terkait pelayanan kepada masyarakat, membuat kebijakan baru terkait Pelaksanaan SOP 
sehingga tidak akan ada lagi pegawia yang melanggar SOP. 
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